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Tesis berusaha menelusuri dinamika tarik menarik antara kepentingan pasar yang dalam hal ini
direpresentasikan oleh IMF dengan Lol - nya dan kepentingan kapitalisme kroni pada masa pemerintah Orde
Baru tahun 1997-1998. Tanggal 31 Oktober 1997, pemerintah Orde Baru mulai mengundang keterlibatan
IMF dalam upaya mengatasi krisis ekonomi. Ada semacam nostalgia, ketika pada tahun 1966, keterlibatan
IMF berhasil mengatasi carut marut ekonomi, berupa hyperinflasi, warisan Rezim Orde Lama. Dengan kata
lain, kredibilitas IMF sebagai |embaga keuangan internasional diperlukan untuk memulihkan kembali
kepercayaan. Namun dengan keterlibatan IMF, krisis ekonomi di Indonesia justru semakin mendalam. Hal
ini menimbulkan dua pertanyaan. Pertama, mengapa dengan dilibatkanrya IMF dalam upaya pemulihan
krisis ekonomi di Indonesiajustru krisis semaki menghebat? K edua, apakah dengan demikian kebijakan
pemulihan ekonomi IMF tidak efektif untuk mengatasi krisis ekonomi di Indonesia?

Untuk menjawab pertanyaan pertama kiranya perlu untuk melakukan kilas balik ke masa awal mulakrisis
dan bahkan jauh sebelum krisis melanda. Kalau kita refleksikan kembali krisis ekonomi tahun 1997 muncul
karena akumulasi dan saling kait antara faktor eksternal dan faktor intenal. Secara eksternal bisa dikatakan
bahwa krisis ekonomi 1997 memiliki karakter regional. krisis bermula dari efek penularan (contagious
effect) atas krisis serupayang terjadi di Thailand dan melalui pola domino krisis kemudian menyebabkan
keruntuhan perekonomian negara-negara Asia yang lain termasuk Indonesia.

Sedangkan secarainternal, krisis sudah ada benih-benihnya di dalam struktur ekonomi politik Indonesia
sendiri. Sistem kapitalisme kroni yang berlaku selama masa pemerintahan Orde Baru menjadi lahan
persemaian yang subur bagi praktek-praktek KILN (Kolusi, korups dan nepotisme) yang merongrong
fondamen ekonomi Indonesia sejak jauh hari sebelum munculnya krisis ekonomi. Selama masa sebelum
krisis hal itu masih ditutupi oleh fenomena pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, namun begitu krisis
datang hal itu nampak nyata sebagai kelemahan-kelemahan struktural yang harus diperbaiki.

Pertanyaan kedua dengan demikian tetah secara sekilas terjawab. Efektif atau tidaknya program pemulihan
ekonomi IMF tergantung dari sikap pemerintah Orde Baru sendiri. Memang resep-resep pemulihan ekonomi
IMF nampak sebagai sebuah pil pahit yang harus ditelan. Namun itulah kenyataan yang harus dihadapi. Dan
ternyata lemahnya komitmen pemerintah Orde Baru untuk menjalankan resep-resep ekonomi IMF, yang
ditunjukan dengan diingkarinya butir-butir kesepakatan datam Loi, menimbulkan reaksi negatif pasar yang
semakin mengurung Indonesia ke dalam krisis yang semakin luas dan datam. Dari data-data yang berhasil
penulis kumpulkan membuktikan bahwa pemerintah Orde Baru kurang memiliki komitmen serius
menjaankan program-program pemulihan ekonomi IMF, dengan adanya kasus-kasus, seperti: mobnas
Timor, kartel perdagangan kayu lapis, BPPC, dan terakhir mengenai rencana penerapan CBA (Currency
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Board Sistem). Ketidakseriusan pemerintah Orde Baru dalam menjalankan resep-resep pemulihan ekonomi
IMF menimbulkan reaksi negatif pasar yang ditunjukan dengan semakin melorotnya nilai tukar rupiah.
Setelah pemerintah menjalankan resep IMF sgjak November, kurs rupiah justru terus metemah. Pada akhir
Desember 1997, kurs berada pada kisaran Rp. 6.247/US$. Sedangkan Januari 1998, kurs rupiah mencapai
Rp 15.700/US$. Kondisi ini semakin tidak kondusif bagi upaya recovery ekonomi. Di lain pihak, lemahnya
komitmen tersebut harus dibayar mahal dengan dipaksanya pemerintah Indonesia di bawah rezim Orde Baru
untuk menandatangani Lol 15 7anuari 1998 dan Lol 10 April 1998.

Keengganan pemerintah Orde Baru untuk menjalankan resep pemulihan ekonomi IMF bisa dikaitkan
dengan keinginannya untuk tetap metindungi kepentingan-kepentingan ( vested interest) di sekitar tingkaran
kekuasaan. Program-program pemulihan ekonomi IMF secara otomatis memang sangat berseberangan
secara diametral dengan berbagai kepentingan ( vested interest) di sekitar kekuasaan. Vested interest
tersebut berujud kepentingan bisnis dari orang-orang (baca: para kapitalis kroni) yang dilanggengkan oleh
adanya sistem Kapitalisme Kroni.



